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PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bersifat yuridis-normatif yang telah

dilakukan analisis oleh penulis, terdapat beberapa poin penting sebagai

kesimpulan atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

a.

Obligasi abadi sebagai surat utang tanpa tanggal jatuh tempo yang
merupakan perjanjian pinjam meminjam tentu dapat diterbitkan
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan melihat
syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, status obligasi
abadi telah memenuhi keempat syarat tersebut. Selain itu berdasarkan
asas-asas suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata
mengenai perjanjian terutama yang pentingnya pada asas konsensualisme
juga sudah terpenuhi. Lebih lanjut terhadap klasifikasi perjanjian yaitu
pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1759 dan 1763 KUHPerdata
yang didalamnya diatur mengenai unsur-unsur seperti para pihak,
persetujuan, objek perjanjian, serta pengembalian pinjaman juga telah
dipenuhi oleh obligasi abadi walaupun tidak terdapat tanggal jatuh tempo
dikarenakan sudah dilandasi oleh persetujuan oleh para pihak. Maka dari
itu, dengan pemenuhan setiap unsur-unsur tersebut obligasi abadi sebagai
surat utang ini walaupun tidak dicantumkan tanggal jatuh temponya tetap
sah dan berlaku berdasarkan hukum Indonesia terutama dikarenakan oleh
konsensualisme atau kesepakatan para pihak.

Dalam ketentuan hukum yang berlaku termasuk penyesuaian dalam
menerbitkan obligasi abadi sebagai surat utang tanpa tanggal jatuh tempo
dalam bidang hukum pasar modal di Indonesia seharusnya diatur lebih
tepat dan sistematis agar memperhatikan dan menjamin kepastian hukum
dalam perolehan dana secara alternatif sesuai dengan tujuan utama pasar
modal. Hal ini didasari sesuai dengan tujuan dan asas-asas dalam pasar
modal terutama asas keterbukaan serta asas kepastian hukum yang tidak

terpisahkan dengan asas-asas lainnya sebagaimana termaktub dalam Pasal
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3 ayat (1) UUPM. Lebih lanjut, diperlukan juga penyesuaian atas
ketentuan-ketentuan khususnya perihal pembelian Kembali (buyback),
Perjanjian Perwaliamanatan (PWA), dan Keterbukaan Informasi untuk
mendorong investasi, menciptakan pasar obligasi yang aman serta
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, diperlukan
penyesuaian lebih lanjut khususnya dalam Hukum Pasar Modal atas
obligasi abadi ini agar aspek-aspek tersebut terpenuhi dan menjamin

kepastian hukum yang maksimal.

5.2. Saran
Berdasarkan dengan penjelasan yang sudah dijabarkan dalam penelitian
ini, terdapat beberapa saran yang hendak diberikan khususnya bagi pemerintah,
yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Saran bagi pemerintah, yaitu sebagai pihak yang mempunyai kewenangan
dalam membuat peraturan perundang-undangan adalah membuat
penyesuaian lebih lanjut terhadap peraturan atas penerbitan Obligasi Abadi
dengan rinci dan tepat. Dengan diatur ketentuan mengenai pembelian
kembali atau buyback yang mengharuskan adanya mekanisme serta syarat-
syarat dalam pembelian kembali, lalu penyesuaian dalam PWA mengenai
pencantuman jatuh tempo, dan keterbukaan informasi yang berkaitan
dengan penerbitan obligasi abadi. Hal ini ditujukan agar dapat terciptanya
kepastian hukum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif
terhadap sahnya penerbitan obligasi abadi yang bermanfaat pada negara
serta masyarakat Indonesia itu sendiri.

b. Saran bagi penulis berikutnya, untuk melengkapi data pendukung bagi
penelitiannya dapat dengan melakukan perbandingan hukum dengan
hukum-hukum dari negara-negara lain yang sudah menerapkan penerbitan
Obligasi Abadi secara sah. Tentunya hal tersebut akan menambah
pertimbangan dari penulis untuk dapat menghasilkan saran bagi rumusan
hukum yang sesuai untuk diterapkan di peraturan perundang-undangan

Indonesia kedepannya.
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